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\zin penyclenggaraan Akademi Keperawatan Pemda Tk 1l Serang
Propinsi Jawa Barat

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang i @ habhwa dalam rangka pelaksanaan program peloyanan keschatan
‘kKepadn  masyarakat  dipandang  perlu untuk  memperlancar
pelaksandan pragram pengadaan tenaga kKesehatan,

. bahwa potensi dan partisipas| masyarakat perle digali dan
dikembangkan untuk kebutuhan tonaga perawat diwilayahnya
yang dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan
masyarakat;

. bahwa unluk ilu perlu mengeluarkan Sural Keputusan  izin
penyelenggaraan Akademi Keperawaton Pemda Tk Serang ;

Meongingat 1. Undang-Undo. > Nomor 2 tahun 1989 tertang Sistem Pandidikan
Nasional:
2. Undang-Undang MNomar 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

A d, Peraturan Pemerintah Nomer 20 tahun 1933 tentang Pendidikan

2 Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1986 tentang Tenaga
ilgsehatan:

5, Keputusan Menieri Kesohatan Rl Nomaor 558/ Menkes! SK) 1984
tentang Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan! :

B. Keputusan Menteri Kesehiatan Rl Nemeor 2407/ Kep! Dilinakes) Vi
18985 tentang Wetenluan Perijinon Pendirian Institusi Pendidikan
Tenaga Kesehatan; .

7. Woputusan Manteri Kesehatan Rl _E_Nanmr 867! Menkes! SKYS
AI1986 tontang Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma
Bidang - Kesehatan;

B, Keputusan Menferi Beschalan RI Namar 21589 tahun 1337 tentang
berlakunya kurikulum institus] Pragram Diplama Il Keperawatan
di lingkungan Departemen Kescehatan;

Y, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0GEG
tahun 1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes

Momar FK.00.06.4.3.111  tanggal 13 Januart 1998  tentang
Penetapan Strata Akreditasi SPK  Pemda Tkl Serang dengan
strata B nilai 81,07

2, Surat Kepaln Pusat Pendidikan Tenaga Kesshatan Nomor
PLOD.OGT.1 1627 tanggal <0 Junl 18986 peribhal persyaratan

. parizinan institusi. :

3, Surat Bepala Kanwil Depkes Propins| Jawa Barat Nomer DL,02.01-
6.2.119 tanggal 2 Pebruarl 1998 peribal revisl proposal konversi
SPHK Pemda Sarang manjad] Akper Poemda Serang
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Salinan sural keputusan ini disampalkan kepada Yh :-
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MEMUTUSKAN

Keputusan Menteri KKgsehatan Rl tentang izin pe:welﬂnggarmn

Akademi Keperawatan Pemcda Tk Serang ;

lzin penyelenggaraan Akademi Kepsrawalan Pemda Tkl Serang

selama 2 (dua) tahun mulai tahun ajaran 1998/1998 dengan alokasi

peserta didik baru sebanyak 60 (enam puluh) orang

Alkademi Keperawalan Pernda Tkl Serang adalah kenversi dari SPK

Pemda THAE Serang mulai tahun ajaran 7998/1999 4

SPK Pemda TR Serang  mulal tabup ajaran 1998/1999 tidalk

memerima siswa baru-dan tetap menyelenggarakan pendidikan untuk

siswa kelas 2 {dua) dan kelas 3 {tiga) sampal selesai,

Akademi Keperawalan tersehut harus dipbmpin oleh seorang direktur

yang mempunyai latar belakang pendidikan vang sesuai dan bekerja

secara penuhfpurna wakta,

Penyelenggarazn Program Diploma N Seperawatan lersebut dimulaj

lahu afaran 192019948 dengan menggunakan kurikulum  yang

boerlaku;

Fimoinan penyelenggara Program Diplama 1 Keperawatan tersebut

wajih N

&, Mentaali  peraturan pendidikan yang  leiah digariskan  oleh
Departemen Keschatan

k. Berusaha  untuk  meningkatkan  mute  pendidikan melalul
kerjnsama dengan  pibak - lain serta mengadakan  Konsultasl
dengan Hanwil Depkes Propinsl Jawas Barat dalam rangka
koordinasi panhinann pondidikan,

c. WMamberikan laporan tentang perkembanganfkemajuan pendicilkan
sesual dengan ketentuan  sistem pelaparan yany berlaku serta
pelaksanaan kurikulum secora taralur.

Biaya penyelenggaraan Akademi Keperawalan tersebut menjadi

tanggung juwab  Pemerintah Daerah Tkl Serang dan Partisipasi

mausyarakat |

Keputesan ind barlaku sejak tanggal ditetaphan

Citetapkandi @ J akarta
Padatangoal ;. 2 Pelruarl 1988
AN. MENTERI KESEHATAN Rl
’Eﬁﬁ@paia Pusat Pendidiken Tenaga Huesahatan
e " Departemen Kesehatan

M .Y

Dchﬂﬁgf_aﬂ_aq
SNREP20091

¢

Menteri Kesehatan Republik ndonesia;

Gubernur Kepala Dagrah Tingkat 1 Prop.Jowa Barat;

Imspekiur Junderyl Depkes;
RPara Direkiur Jendera! di lingkungan Depkés;
G, Kepala Badan Pencelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkoes;
7. Mepala Biro Perencanaan Depkes;
B Kepsla Biro Kepegawaian Depkes;
9, Kopala Pusat Data Doples;
10, Kepaola Kanwil Depkes Propinsi Jowa Barat;
11. Parn Kepala Bidang dan Kepgala Bagion Tata Usaha Pusol Diknakes,

|
2
3. Sekretaris Jenderal Dephes,
d
5

R AT = T A" 8§21 1) 1. 11 ™ .




L

SALINAXN

KEPUTUSAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUELIK INDONESIA
NOMOR 354/E/0;2012
TENTANG

ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRADN 5TUDI
PADA AKADEMI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBEUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Mernromoarg B

Mengingsr ¢ 1.

3

bahwa dalam ranglka menyelaraslkan pengelolaan dan
penyelenpgaraan  program  studi pade  akademi yang
diselenggarakan clsh pemerintah dasrah dengan peraturan
peruncang-andangan bidang pendidilan, perlu
mengalihkan pembinzan penvelenggaraan program studi
paca akadenu yang diselenggaraxan clsh  zemerintah
Caeran dart Kementerian Kesehataly kepads Kementerizn
Fendidilkan dan Kebudayaan;

sahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud
zada huruf g, perlu menetapkan Kepuiusan Menzeri
Pendidikan  dan  Kebudayaan tentang  Alin Bina
Penye.enggaraan  PFProgram  Soadl pada Agademi vang
diselenggaraian oleh Pemerintakh Daeran dari Kementerian
Keschatan kepadsa Kementerian Pendidican aah
Mebudavaan;

Lndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Llerntdng Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repulilik Indonesia
Tahunr 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2301,

Perataran Pemerintal: Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Fenyve.enggaraan Pendidikan {Lembaran Negara
Repubiik Indenesia Tahun 2010 Nemor 22, Tambakan
Lembaran Negara Republik  [ndonesia DNomor 5105)
sebagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemersinzah
Nomor 56 Tanun 2000 tentang Perubahan Aras Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tanun 2010 tentang Pengelsiaan Can
Penyelenggaraan Pencicikan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lermbaran
wNegara Republik Indonesia Nomor 3137);

Peratvran Fresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentulkan  dan  Organisast  Kementeriarn  Negara,
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Peraturan Presicen MNomor 24 Tabhun 2010 tentang
| Tugas dan Fungsl Rementerian Negara sert
unan QOrganisasi, ﬂug,as aan  Fungsi  Eselon |

Ss
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa  lali

erakhir denganr Peraturan Presiden Normor 52

Keputusan Presicen Nomoer 54/P Tahun 2009 mengensi
Sembentukan Kabinct Indonesia Bersaru L E.Lbh;,mn.drm
teiah bDeberapa kel diubah reraknir dengan Keputusan

Presiden Nomor £1/P Tahur 2012;

A

€, Reputusan Presiden Nemor 77/M Tanun 2010 mengenai
rengangkatan Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi
fementerian Pendidikan Nasional;

Kepuruszn Rersama Menter Pendidikan Nas:wonal, Menters
Kesenatan, Gan Menteri Dalam Megeri NOmor
U7 fKIBKB/Z2010, Nomor 1%62/MENKES/PB/XI/2010,
dan Nomor «20 - 1072 TAHUN 2010 tentang Pengelslazn
Institusi Pendidizgn D8 ploma Bidang Kesshatan Milik
Permerincak Dacral
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KEPLUTUBAN MENTERI ENDIDIKAN  DAN KEBUDAYAAN
TENTANG ALIH BINA l}FT\"’EdENGGHRﬁﬁN PROGRAM STUDI
PaDaA AKADEMI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAE DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
I{EP. LA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

rlenganhkan penysienggaraan program swadi peda aikademi
vang  dissenggarakan  oleh pemersintan daerah  dar
Rementerian Kesehsztan kepada Kementerian Pendidikarn dan
Aenudavaan;

Frogram  studl pada  akademi yang diselenggarakan clzh
semngrintan daerak sebagaimana dimaksud dalass Dikoum
P"_'?\'.l AMA tercantum dalam lampiran yang me rupakan bagian
cang Ldak terpisahlkar darl Keputusan Menters: ind,

-

Axademi vang disslenggarakan oleh pemerinzh dasrzl waiih
menyampaiken ‘aporarn hasil penyelenggaraan program studi
palng lambat 1 {satw; bulan terhitung sejak akhir semester

kepaca Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

alkacemi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib
melakukan penjaminan mutu pan welenggaraan pendidikan.



i yang engearaxkan aleh peme: rintah daerah wajib
Jsr;emlaaﬁ dan penyelenggarasn  program

lengan peraturan peruancang-undangan paling

(dua) tahun 5*141{ Keputasan Menteri ini dizetapkan.

studi sebagaimana dimaksud dalam  Diktam
diakreditast oleh Badan Alreditasi  Nasional
< Tinggl setelah masa derlasu ak: editast sebelumnya

KETWUJUH . Apabila Akadem! vang diselenggaraxan oleh pemerintah daerah
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalamn Diktum KETIGA sampal dengan Diktum KEENAM
dikensi sanks: administraiifl berupa teguran sampa: dengan
pencabuian iin penyvelenggaraan program stuei.

NEDELAPAN :  Xepususan Menteri int mulal berlaku pada tangpel ditetanloanr.

1

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.
DJOKQO SANTOSO
S ' an .‘:ﬂSle.i dengan aslinya
t Jenderal Pendidikan Tinggi

Vi \'P/R"*ﬁtun{q an Pendidikan dan Kebudayaan
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